ABSTRAK

Perkembangan dunia perbankan begitu cepat, dengan berbagai macam jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan yang kompetitif. Banyak bank yang menyerap dana dari masyarakat seharusnya disalurkan kembali kepada yang berhak secara obyektif guna memacu pemerataan dan pertumbuhan pembangunan nasional, yang hingga kini masih jauh realisasinya dari yang diharapkan. Fungsi Bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sebagai perantara bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan pasal tersebut dinamakan simpanan, sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan kredit. Dalam melaksanakan penyaluran, bank selalu mendapat masalah, dari permasalahan tersebut bank melakukan upaya untuk menganalisa penyebab terjadinya kredit bermasalah, tugas dan wewenang debt collector, perlindungan hukum bagi nasabah terhadap jasa debt collector, dan upaya penyelesaian kredit bermasalah.
 Penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normatif, hal ini dilakukan untuk mengetahui substansi hukum yang mencakup perangkat kaedah atau perilaku yang teratur, merupakan norma-norma hukum yang menyangkut tentang proses penyelesaian kredit bermasalah dikaitkan dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif sebab akan menggambarkan dan melukiskan asas-asas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penulisan ini.

yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah antara lain : faktor internal perbankan, faktor internal nasabah, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis, faktor ketidak mampuan manajemen. Didalam upaya mencegah kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara penilaian berdasarkan faktor kredit secara ketat, melakukan analisis berdasarkan aspek kredit secara tajam, dan yang terakhir adalah menggunakan prinsip 18 prinsip pemberian kredit secara konsekuen. Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah oleh Debt Collector hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit telah termasuk dalam kategori diragukan atau macet. Tata cara penagihan wajib dilakukan dengan caracara yang tidak melanggar hukum. Perilaku Debt collector dalam menagih utang wajib dilakukan berdasarkan pada lama tunggakan debitur dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Dalam penyaluran kredit, hendaknya memperhatikan dan mengembangkan peraturan-peraturan yang telah ada. Serta perlu dibentuk Undang-undang tentang kinerja, tata cara, ataupun perilaku Debt Collector agar dapat mengawasi  kinerja, tatacara, perilaku Debt Collector.
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ABSTRACT

The development of the banking world is so fast, with various types of products and business systems in various competitive advantages. Many banks that absorb funds from the public have to return them to the rightful objectively in order to spur equity and growth in national development, which has so far been far from being expected. The bank functions in the banking legal system in Indonesia as an intermediary for people with surplus funds and people who are short of funds. The collection of public funds carried out by banks based on this article is called deposits, while the channeling back from the bank to the public is called credit. In carrying out distribution, banks always encounter problems, from these problems banks make efforts to analyze the causes of problem loans, debt collector duties and authorities, legal protection for customers against debt collector services, and efforts to resolve non-performing loans.
               
The writing of this thesis is normative law, this is done to see the substance of the law which includes a set of rules or regular behavior, constituting legal norms related to the process of solving non-performing loans with law number 10 of 1998 concerning banking. The nature of this thesis is descriptive because it will describe and describe the principles or regulations related to this purpose.

The causes of credit problems include: internal banking factors, internal customer factors, external factors, business failure factors, management inability factors. In the effort to prevent credit, it can be done in a way based on strict credit factors, analyzing appropriate credit aspects, and finally using the 18 principles of consistent credit distribution. Meanwhile, the settlement of non-performing loans by the Debt Collector can only be done if the quality of credit claims is in the doubtful or non-performing category. The mandatory billing procedure is carried out in a manner that does not violate the law. Debt collector behavior in collecting debt must be carried out based on the length of arrears of the debtor in ways that do not violate the law. In lending, pednya pay attention and develop existing regulations. And it is necessary to establish a law regarding the performance, procedures, or behavior of the Debt Collector in order to show the performance, procedures, and behavior of the Debt Collector.
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